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No. Pengadu/Pelapor Pihak yang 

Diawasi/Teradu/ 
Terlapor 

 

Jenis Dugaan 
Pelanggaran 

Gambaran Umum 

dan Pokok 
Permasalahan 

Tindak Lanjut 

Penindakannya 

Putusan/ Kesimpulan 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ramli Ondang 

Djau M.Si 
(Anggota KPU 
Provinsi 

Gorontalo) 
berdasarkan 

Formulir Model 
PP-1 tertanggal 25 
Februari 2022 

Ketua dan Anggota KPU 

Kabupaten Bone 
Bolango 

Kode Perilaku, 

Sumpah/Janji, 
Dan/Atau Pakta 
Integritas 

Berdasarkan 

bukti/petunjuk awal 
Surat Ketua KPU 
Kabupaten Bone 

Bolango No. 
67/PL.02.6-

SD/7503/Kab/II/202
1 tanggal 17 Februari 
2021 Perihal 

Penyampaian 
Kekeliruan 

Penginputan pada 
Formulir Model 
D.Hasil Kabupaten-

KWK dan Surat Ketua 
Bawaslu Provinsi 
Gorontalo No. 

014/PP.01.01/K/02/

- KPU Provinsi 

Gorontalo 
melaksanakan 
Rapat Pleno 

guna 
menindaklanjuti 

dugaan 
pelanggaran 
kode perilaku, 

sumpah/janji, 
dan/atau pakta 

integritas yang 
dilakukan oleh 
KPU Kabupaten 

Bone Bolango 
- KPU Provinsi 

Gorontalo 

melakukan 

• Atas pelanggaran kode 
perilaku, yang 
TERBUKTI dilakukan 

pihak teradu/terlapor 
dikenakan sanksi 
PERINGATAN 

TERTULIS.  

• Atas pelanggaran yang 
dilakukan oleh 

Sekretaris KPU 
Kabupaten Bone 
Bolango a.n. ISMET 

PADJA, Kasubbag 
Teknis dan Hupmas 
a.n. FAHRUDDIN 

UMAR, dan 
Staf/Operator a.n. 

JIMMY MUSTAPA 



No. Pengadu/Pelapor Pihak yang 
Diawasi/Teradu/ 

Terlapor 

 
Jenis Dugaan 

Pelanggaran 

Gambaran Umum 
dan Pokok 

Permasalahan 

Tindak Lanjut 
Penindakannya 

Putusan/ Kesimpulan 

1 2 3 4 5 6 7 

2021 tanggal 17 
Februari 2021 Perihal 

Pemberitahuan 
Koordinasi 

Verifikasi dan 
Klarifikasi 

Pelanggaran  
Kode perilaku 
berdasarkan 

Formulir Model 
PP-3. 

- KPU Provinsi 
Gorontalo 
menyimpulkan 

hasil 
penanganan 
pelanggaran 

kode perilaku, 
sumpah/janji, 

dan/atau pakta 
integritas 
Sebagaimana 

BA nomor: 
07/hk.06.4-

ba/75/prov/iii/
2021 

diberikan sanksi 
berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan sebagaimana 

pertanggungjawaban 
sekretaris secara 
fungsional dan 
administratif dalam 
Pemilu dan Pemilihan. 

 

 


